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Penelitian ini mengkaji sengketa merek dagang Ruben Samuel Onsu yang dengan PT. Ayam Geprek 
Benny Sujono. Mengetahui perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar dan melakukan 
analisis Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst adalah tujuan tulisan 
penelitian ini. Dalam tulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan metode yuridis 
normatif. Meneliti bahan pustaka adalah sumber data dari penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah sah terdaftar secara 
hukum. Berdasarkan tata cara dan hukum yang berlaku, Geprek Bensu seharusnya tidak dapat 
didaftarkan karena pendaftaran hak cipta merek dagangnya dilakukan dengan itikad yang kurang baik. 
Hal tersebut dikarenakan Geprek Bensu memiliki kesamaan mendasar dan atau lengkap dengan merek 
I am Geprek Bensu dan nama badan hukumnya PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Selain itu, I Am 
Geprek Bensu telah memperoleh perlindungan hukum atas hak mereknya karena telah didaftarkan 
terlebih dahulu. Perlindungan hukum tersebut didapatkan karena di Indonesia menerapkan sistem first 
to file. 
Kata Kunci : Merek, Pengadilan Niaga, First to file 
Abstract 
This study examines Ruben Samuel Onsu's trademark dispute with PT. Chicken Geprek Benny Sujono. 
Knowing the legal protection for registered marks and analyzing the Court Decision Number 57 / 
Pdt.Sus-Merek / 2019 / Pn Niaga Jkt-Pst are the purposes of this research paper. In this research 
paper uses a case approach with a normative juridical method. Examining library materials is a 
source of data from normative juridical research. The results showed that there was legal protection 
for trademark owners who were legally registered. Based on the procedures and laws in force, Geprek 
Bensu should not be able to be registered because the registration of its trademark copyright was 
carried out in bad faith. This is because Geprek Bensu has a fundamental and / or complete similarity 
with the I am Geprek Bensu brand and the name of the legal entity PT. Chicken Geprek Benny Sujono. 
In addition, I Am Geprek Bensu has obtained legal protection for its trademark rights because it has 
been registered beforehand. This legal protection is obtained because in Indonesia it applies a first to 
file system. 






A. Latar Belakang 
Dalam dunia perdagangan baik jasa maupun barang merek merupakan hal yang sangat 
penting. Sebagai daya pembeda dari merek lainnya adalah fungsi merek sebagai kekayaan 
intelektual.1 Dalam perundang-undangan nasional kekayaan intelektual sudah ada aturannya.2 Di 
tengah masyarakat banyak yang terkecoh dan pemilik merek banyak yang merugi karena adanya 
pemakaian merek tertentu yang hanya menumpang kentenaran merk lain yang telah terkenal dan 
mempunyai mutu baik.3 Pelanggaran yang sering terjadi adalah secara keseluruhan memakai 
merek atau hanya pada pokoknya meniru merek yang sudah terdaftar atas nama orang lain.4 
Dari banyaknya persoalan yang ada di dunia perdagangan yang ramai menjadi sorotan 
adalah Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst. yang memuat 
sengketa merek dagang. Putusan tersebut adalah hasil dari kasus terjadinya sengketa merek 
dagang Ruben Samuel Onsu yang dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Isi pada gugatan 
Penggugat yaitu melakukan gugatan atas hak merek dagang yang dipergunakan Tergugat dalam 
menjalankan bisnis Ayam Geprek. 5  Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat yang 
menggunakan merek BENSU yang sebelumnya telah didaftarkan oleh Penggugat. 6 
Penggunaan merek sepihak atau tanpa izin termasuk kedalam perbuatan pelanggaran 
hukum yang merupakan perbuatan ilegal sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan 
pembohongan publik.7 sudah jelas dikatakan dan diatur bahwasanya setiap orang memiliki hak 
untuk mencipta dan mendaftarkan karyanya agar memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi 
dengan berbuat curang seperti di atas maka oknum atau perusahaan tersebut berhak dituntut dan 
diberi hukuman untuk perbuatan yang sudah dilakukannya.8 
Sesuai dengan latar belakang maka penulis perlu melakukan meneliti dan menggali lebih 
dalam tentang hak merek. Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan penelitian 
dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Merek Terdaftar Dari Klaim Pihak Lain (Analisis 
Putusan No.57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst)". 
 
B. Rumusan Masalah 
Sesuai uraian latar belakang, maka dalam tulisan penelitian ini akan membahas 
permasalahan "Bagaimana perlindungan hukum bagi merek terdaftar dari klaim pihak lain?".  
 
 
C. Metode Penelitian 
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Metode yuridis normatif dengan menyajikan data secara deskriptif adalah metode yang 
dilakukan dalam tulisan penelitian ini. Data yang akan disajikan adalah mengenai gambaran 
perlindungan hukum yang diberikan bagi merek yang sudah terdaftar serta analisis putusan dari 
kasus sengketa merek Ayam Geprek Bensu. 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Putusan Pengadilan 
Susanto ( 2018 : 7 ) untuk mendapatkan pemecahan masalah dari perkara perdata 
maka harus diajukan kepada pengadilan. 9  Pada pengadilan pemeriksaan perkara akan 
diakhiri dengan sebuah putusan. Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dikeluarkan 
oleh hakim pada saat persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri 
sengketa oleh para pihak.10 
2. Pengertian Sengketa  
Apabila berada pada lingkup tatanan hukum maka dinamakan sengketa hukum. 
Penyelesaian sengketa hukum diutamakan melalui jalur pengadilan. Eddy Pranjoto ( 2006 : 
101 ) terjadinya sengketa diawali apabila ada dua kepentingan yang yang tidak sejalan dan 
tidak dapat disatukan. 
3. Pengertian Merek 
Merek yaitu grafis berupa kata, susunan warna, huruf, nama, gambar, logo yang 
ditampilkan dengan bentuk suara, hologram, berbentuk 2 (dua) dimensi maupun tiga dimensi 
yang digunakan sebagai tanda untuk membedakan jasa maupun barang dalam kegiatan 
perdagangan. 
4. Sistem First to file 
Pihak yang lebih dulu mengajukan permohonan pendaftaran merek adalah pemilik 
merek yang sah sesuai dengan sistem first to file. Secara lengkap sistem ini diatur dalam UU 
20 Tahun 2016. Dalam UU tersebut hak eksklusif terhadap pemilik merek yang terdaftar di 
berikan oleh negara. Pemilik merek tersebut bisa dalam jangka waktu yang telah ditentukan 
melakukan pemanfaatan mereknya sendiri maupun mengijinkan penggunaan merek tersebut 
oleh pihak lain. 
 
E. PEMBAHASAN 
1. Kasus Posisi 
Awal mula kasus ini adalah adanya gugatan yang dilayangkan PT. Ayam Geprek 
Benny Sujono selaku pemilik hak sekaligus pendaftar pertama merk BENSU terhadap Ruben 
Samuel Onsu selaku pemilik Geprek Bensu. Penggugat merasa keberatan dengan yang 
dilakukan oleh Tergugat yaitu mendaftarkan merek menggunakan kata BENSU.11 Penggugat 
beranggapan bahwa merek yang didaftarkan tergugat mempunyai banyak persamaan dengan 
yang dimiliki oleh penggugat. Adapun persamaan yang terindikasi adalah penggunaan nama 
Bensu, logo yang digunakan, dan menu yang diperdagangkan juga sama. Maka seharusnya 
 
9  Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN 
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sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis 
permohonan tergugat ditolak.12 
Sebelumnya penggugat telah melakukan permohonan pendaftaran merek BENSU 
sejak 03 September 2015. Pada tanggal 07 Juni 2018 merek tersebut resmi terdaftar dan 
otomatis sesuai dengan perundang-undangan maka produk tersebut mendapatkan 
perlindungan hukum sampai dengan 03 September 2025. Penggugat adalah pemilik atas 
merek BENSU dan pendaftar pertama merek BENSU. Sesuai ketentuan pada sistem first to 
file yang dianut hukum Indonesia maka penggugat diberikan hak eksklusif sebagai pemegang 
merek yang terlebih dahulu melakukan permohonan pendaftaran untuk menggunakan merek-
merek yang mengandung kata "BENSU". 
2. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terdaftar 
Menurut Oksidelfa Yanto ( 2015 : 27 ) pihak lain tidak boleh mendaftarkan merek 
yang sama apabila sebelumnya sudah ada suatu badan atau perorangan yang telah 
mendaftarkan merek tersebut. Cara agar bisa menggunakan merek yang sudah didaftarkan 
sebagai kekayaan intelektual adalah dengan meminta izin kepada pemilik merek tersebut, 
karena hanya pemilik merek tersebutlah yang berhak memberikan izin atau tidak.13 Dengan 
alasan apapun pihak lain tidak diperbolehkan mendaftarkan merek dengan nama yang sama. 
Penggunaan dan eksploitasi merek adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada 
pemilik merek. Perlindungan hukum yang diperoleh melalui pendaftaran ini menganut sistem 
first to file. Pada sistem first to file menerangkan bahwa pemilik merek yang sah adalah yang 
pertama mendaftarkan mereknya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah 
instansi yang bertugas dalam hal pendaftaran merek di Indonesia.  
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa 
Sebelum melakukan putusan, kaki memiliki beberapa pertimbangan terkait perkara antara 
PT. geprek Benny Sujono dengan Ruben Samuel Onsu, pertimbangannya adalah sebagai 
berikut:  
PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemilik dan pengelola bisnis di bidang 
kuliner dengan merek “I AM GEPREK BENSU” yang membuka gerai pertamanya di Jalan 
Pedemangan I Gang 5 Nomor 2 A pada tanggal 17 April 2017. Pihak Benny Sujono telah 
mendaftarkan merek “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr” pada tanggal 3 Mei 2017 dan 
telah memiliki sertifikat merek serta perlindungan sampai dengan 3 Mei 2027. Sedangkan 
pihak Ruben Onsu baru mendaftarkan merek “Geprek Bensu”nya pada 7 Juni 2018 yang 
kemudian juga mendapatkan perlindungan hingga 3 September 2025. Berdasarkan pasal 1 
angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis (MIG) tertulis bahwa hak atas merek diberikan 
negara pada pemilik merek yang telah terdaftar. Kemudian pada pasal 21 ayat 2a UU MIG 
jelaskan apabila ada persamaan sebagian maupun keseluruhan dengan pihak lain yang telah 
lebih dahulu mendaftar maka permohonan pendaftaran hak akan ditolak. Maka PT Ayam 
Geprek Benny Sujono ialah pemegang hak eksklusif atas merek “I Am Geprek Bensu Sedep 
Beneerrr” dengan penjelasan sebagai berikut 
1) Logo antara Merek dari “Geprek Bensu” dengan “I Am Geprek Bensu” memiliki banyak 
persamaan.  
 
12 Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
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Gambar 1 : Logo Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu 
Sumber : https://images.app.goo.gl/M8RLCMtorMoie9cp8 
Kedua logo diatas memiliki banyak persamaan. Adapun persamaan tersebut meliputi warna 
yang dipilih yaitu orange dengan api merah, persamaan gambar ayam yang digunakan dengan 
perbedaan yang mencolok hanyalah gaya dari ayam yang digunakan. Berdasarkan Pasal 2 
ayat (3) UU MIG menyebutkan “merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, 
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, 
suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 
dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan 
barang dan/atau jasa”.14 
2) Dari segi nama merek yaitu “Geprek Bensu” dengan “I Am Geprek Bensu” berdasarkan 
penjelasan pasal 21 ayat 1 UU MIG memberikan pengertian bahwa “Yang dimaksud dengan 
“persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan suatu merek yang didasari adanya unsur yang 
dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan 
adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi 
antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut”. Dapat 
dikatakan kedua merek “Geprek Bensu” dan merek “I Am Geprek Bensu” mempunyai 
banyak kemiripan dilihat cara penulisan, cara penempatan, segi bentuk serta bunyi ucapan 
merek yang sama.  
3) Adanya persamaan produk yang diperdagangkan yaitu makanan berupa ayam.  
4) Pihak Ruben Samuel Onsu mempunyai itikad yang tidak baik karena diketahui melakukan 
kesengajaan untuk meniru sebuah merek yang telah lebih dulu dikenal publik.  
4. Analisis Putusan No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst 
Keputusan majelis hakim Untuk membatalkan merek Ruben Samuel Onsu sesuai 
sistem first to file sudah tepat. Alasannya karena PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah 
pihak yang pertama mendaftarkan mereknya yaitu pada tanggal 03 Mei 2017. Sedangkan 
merek dari Ruben Samuel Onsu baru didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2017 sampai 31 
Juli 2018. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah 




a. Penggunaan dan eksploitasi merek adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada 
pemilik merek; 
b. Pertimbangan hakim dalam putusan sengketa Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu 
adalah adanya persamaan logo, nama, produk dan adanya itikad yang tidak baik; 
 
14 Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020). 
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c. Keputusan majelis hakim Untuk membatalkan merek Ruben Samuel Onsu sesuai sistem 
first to file sudah tepat. Alasannya karena PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pihak 
yang pertama mendaftarkan mereknya. 
2. Saran 
a. Pendaftaran merek sangat penting  supaya  merek tersebut bisa mendapatkan 
perlindungan hukum; 
b. Direktorat Jenderal HKI harus lebih teliti dan lebih ketat lagi dalam menyeleksi sebelum 
menerima pendaftaran suatu merek apalagi merek tersebut memiliki potensi yang besar 
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